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ABSTRAK :

- Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas
pertanggungjawaban atas penyaluran anggaran bantuan pemerintah, perlu
menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sehingga perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

- Dasar Hukum Peraturanini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.
4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 45 Tahun 2013
(LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50
Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267), Perpres 57 Tahun 2020 (LN
Tahun 2020 No. 98), Permenkeu Rl 168/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Rl 173/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016
No. 1745), Permenkeu R1 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang yang nilai bantuannya
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas, dilakukan melalui Tahap | sebesar
70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah
perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK dan Tahap Il
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana,
apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen). PPK melakukan
pengujian terhadap permohonan pembayaran, yang meliputi kelengkapan dokumen
permohonan pembayaran sesuai tahapan pembayaran dalam petunjuk teknis
penyaluran Bantuan Pemerintah, kesesuaian dokumen lampiran permohonan
pembayaran dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, dan
kesesuaian data Penerima Bantuan dengan Surat Keputusan Penerima Bantuan.
Penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang, bertanggung jawab
terhadap penggunaan dana bantuan yang diterima sesuai dengan petunjuk teknis
penyaluran Bantuan Pemerintah dan perjanjian kerja sama. Penerima bantuan
rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk uang, harus
menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan
selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi Berita Acara Serah Terima dan
foto/film hasilpekerjaanyang telah diselesaikan.

CATATAN: - Padasaat Peraturan Menteriini mulai berlaku, penyaluran Bantuan Pemerintah yangtelah

dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan



Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 1745).

Peraturan Menteriini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 September 2021 dan diundangkan pada
tanggal 24 September 2021.



